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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, 

penulis menarik kesimpulan bahwa proses untuk melakukan delimitasi wilayah 

maritim dari suatu negara adalah sebuah proses yang kompleks dan memerlukan 

berbagai macam pertimbangan, baik pertimbangan terhadap fakta maupun 

pertimbangan terhadap ketentuan hukum internasional yang mengaturnya. Pada 

Bab II, kita telah melihat bahwa klaim terhadap wilayah maritim oleh suatu negara 

pantai dapat dilakukan terhadap 4 zona maritim sebagaimana telah ditetapkan 

dalam UNCLOS, yakni terhadap laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi 

eksklusif dan landas kontinen. Mengenai klaim terhadap wilayah maritim ini, kita 

juga telah melihat bahwa untuk melakukan klaim tersebut, negara pantai memiliki 

kewajiban untuk mematuhi beberapa prinsip-prinsip dasar yang melatarbelakangi 

proses delimitasi wilayah maritim sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan 

hukum laut internasional (UNCLOS). Dalam hal ini, UNCLOS telah memberikan 

pedoman yang jelas bahwa proses delimitasi maritim setidaknya wajib mengikuti 2 

prinsip dasar, yakni prinsip sama jarak terhadap delimitasi laut teritorial serta 

prinsip pembagian zona maritim yang adil terhadap delimitasi zona ekonomi 

eksklusif dan landas kontinen. Selebihnya, UNCLOS memberikan keleluasaan bagi 

negara-negara pantai untuk menentukan bagaimana metode penarikan garis yang 

cocok untuk digunakan dalam melakukan delimitasi maritim dengan tetap 

memperhatikan prinsip-prinsip dasar delimitasi maritim. 

Berdasarkan pembahasan teoritis yang telah dipaparkan dalam Bab II, kita 

juga telah melihat dalam Bab III bagaimana konsep-konsep delimitasi maritim 

tersebut diterapkan dalam bentuk konkrit melalui penelitian terhadap sejarah 

delimitasi maritim yang dilakukan di Laut Timor, dimulai dari Seabed Treaty 1972 

antara Indonesia dan Australia hingga yang paling terkini Timor Sea Treaty 2018 

antara Timor-Leste dan Australia. Dalam bab ini, kita juga melihat bagaimana 

Timor-Leste memperjuangkan kedaulatannya terhadap bagian dari Laut Timor, 

melalui berbagai macam upaya yang telah ditempuh demi mendapatkan kepastian 
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yang definitif tentang status kedaulatannya di Laut Timor, baik menurut hukum 

melalui proses delimitasi maritim hingga dari segi ekonomi dalam hal kepemilikan 

terhadap beberapa ladang minyak di Laut Timor. Atas perjuangan tersebut, kita 

dapat melihat hasilnya melalui perjanjian Timor Sea Treaty 2018 yang tidak hanya 

menetapkan secara pasti kedaulatan maritim dari Timor-Leste di Laut Timor, 

namun juga menetapkan standar bagi langkah selanjutnya yang wajib ditempuh 

oleh Timor-Leste terkait dengan proses delimitasi maritim dengan Indonesia. 

Setelah menyelesaikan pembahasan teoritis dalam Bab II serta pembahasan 

faktual dalam Bab III, maka selanjutnya kita melihat bagaimana penerapannya 

dalam Bab IV sekaligus untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, 

yakni tentang bagaimana penarikan garis batas maritim yang perlu dipertimbangkan 

oleh Timor-Leste dalam menentukan perbatasan maritimnya dengan Indonesia di 

Laut Timor. Dalam bab ini, penulis telah memaparkan berbagai macam faktor-

faktor yang perlu diperhatikan oleh Timor-Leste sebelum memulai perundingan 

delimitasi perbatasan maritim dengan Indonesia di Laut Timor, serta opsi-opsi apa 

yang wajib diambil oleh Timor-Leste untuk mendapatkan hasil yang memuaskan 

dan adil dari proses ini. Pertama, penulis telah mengemukakan bahwa Timor-Leste 

wajib tetap berpegang terhadap prinsip equidistant yang telah menjadi posisi dari 

Timor-Leste dalam menarik garis batas maritim, sehingga perubahan terhadap 

posisi tersebut dirasa tidak diperlukan. Kedua, eksistensi dari Seabed Treaty 1972 

telah memperkecil wilayah maritim yang dapat diklaim oleh Timor-Leste, sehingga 

perubahan terhadap perjanjian tersebut diperlukan agar sejalan dengan ketentuan 

dari Timor Sea Treaty 2018 serta menghindari terjadinya klaim tumpang tindih. 

Ketiga, dengan memperhatikan penggunaan model garis pangkal kedua negara, 

Timor-Leste dan Indonesia wajib menyepakati titik penarikan garis batas maritim 

yang memudahkan proses penarikan garis batas maritim yang adil. Keempat, 

dengan memperhatikan perbatasan maritim yang telah ditetapkan dalam Timor Sea 

Treaty 2018, Timor-Leste wajib menggunakan konfigurasi double line terhadap 

perbatasan maritim dengan Indonesia di Laut Timor, dengan menarik garis landas 

kontinen hingga menyentuh Seabed Treaty 1972 dan menarik garis ZEE hingga 

menyentuh titik terluar dari Timor Sea Treaty 2018. Kelima, meskipun kekayaan 
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dari ladang minyak merupakan tujuan utama dari Timor-Leste, keberadaannya 

tidak banyak mempengaruhi proses delimitasi wilayah maritim dengan Indonesia. 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penulis juga telah memaparkan opsi-opsi 

yang perlu dipertimbangkan oleh Timor-Leste terhadap kondisi yang mungkin akan 

muncul pada saat melakukan negosiasi dengan Indonesia. Opsi-opsi yang telah 

diberikan pada bab ini ditujukan bagi kepentingan Timor-Leste, yang dapat 

digunakan sebagai landasan perundingan delimitasi maritim dengan Indonesia di 

Laut Timor. 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum terhadap delimitasi maritim di 

Laut Timor bagi kepentingan Timor-Leste terkait dengan perundingan delimitasi 

maritim dengan Indonesia, yang hingga saat ini masih belum dimulai. Dengan 

demikian, penelitian ini adalah murni dilakukan berdasarkan penerapan ketentuan-

ketentuan hukum laut internasional dalam kasus delimitasi maritim di Laut Timor, 

sehingga aspek-aspek teknis mengenai penarikan garis batas maritim tidak dapat 

sepenuhnya dijelaskan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar 

penelitian ini dikembangkan lebih lanjut dengan memperhatikan aspek-aspek teknis 

yang lebih spesifik. 

Selain faktor pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini, penulis juga 

menyarankan agar Pemerintah Timor-Leste, khususnya Maritime Boundary Office 

(MBO), dapat menggunakan penelitian ini sebagai landasan awal pada saat 

perundingan delimitasi maritim dengan Indonesia di Laut Timor dimulai. Penulis 

menyadari bahwa penelitian ini masih belum lengkap, namun penulis yakin bahwa 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan awal untuk menentukan arah 

kebijakan Pemerintah Timor-Leste. 
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